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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan

Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba b be
ت Ta t te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ Kha kh ka dan ha
د Dal d de
ذ Żal ż zet (dengan titik di atas)
ر Ra r er
ز Zai z zet
س Sin s es
ش Syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ Gain g ge
ف Fa f Ef
ق Qaf q Qi
ك Kaf k Ka
ل Lam l El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
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ھـ Ha H Ha
ء hamzah ’ Apostrof
ى Ya Y Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda.

Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَـیْـفَ  : kaifa

ھـَوْ لَ  : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

Nama Huruf Latin NamaTanda

fatḥah a a َا
kasrah i i ِا
ḍammah u u ُا

Nama Huruf Latin NamaTanda

fatḥah dan yā’ ai a dan i َْـى

fatḥah dan wau au a dan u َْـو



xii

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مـاَتَ  : māta

قـِیْـلَ  : qīla

یـَمـوُْتُ  : yamūtu

4. Tā’ marbūṭah

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan

tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَـةُ  الأطَْفاَلِ  : rauḍah al-aṭfāl

الَْـمَـدِیْـنـَةُ  الَْـفـاَضِــلةَُ  : al-madīnah al-fāḍiah

الَـحِْـكْـمَــةُ  : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

NamaHarakat dan
Huruf

Huruf dan
Tanda

Nama

fatḥah dan alif atau yā’ا | ...َ  ى  َ...

ḍammah dan wauــُـو

ā

ū

a dan garis di atas

kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas

u dan garis di atas
ــِـــى



xiii

sebuah tanda tasydīd ــّ ) ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبـّـَناَ  : rabbanā

نـَجّـیَْــناَ  : najjainā

الَــْحَـقُّ  : al-ḥaqq

نعُّــِمَ  : nu‘iima

عَـدُوٌّ  : ‘aduwwun

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

maka ia ditransliterasi seperti huruf ,(ـــــِىّ ) maddah menjadi ī. Contoh:

عَـلـِىٌّ  : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَـرَبــِىُّ  : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

(-). Contoh:

ـمْـسُ  الَشَّ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

لــْزَلــَةُ  الَزَّ : al-zalzalah (az-zalzalah)

الَــْفـَلْسَـفةَُ  : al-falsafah

الَــْبـــِلادَُ  : al-bilādu
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7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تـأَمُْـرُوْنَ  : ta’murūna
وْعُ  الَــنَّـ : al-nau‘
شَـيْءٌ  : syai’un
أمُِـرْتُ  : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata

al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi

secara utuh. Contoh:

Fī Ẓilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:
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دِیـنُْ اللهِ  dīnullāh  ِ باِ billāh

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

ھـُمْ فيِْ رَحـــْمَةِ اللهِ  hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,

DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī
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Al-Munqiż min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subḥānahuū wa ta‘ālā

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

U.U = Undang-Undang

R I = Republik Indonesia

NO. = Nomor

no. = nomor

h. = halaman

t.c = Tanpa Cetakan

t.th. = Tanpa Tahun Terbit

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥamid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamid (bukan: Zaīd, Naṣr
Ḥamīd Abū)
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ABSTRAK

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01 15 1079
Judul Skripsi :“Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Dimasyarakat (Studi di
Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)”

Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam
Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun
2019 Terhadap Pernikahan Dini Dimasyarakat (Studi Di Kecamatan Tanete Riattang
Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur) tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui pentingnya aturan yang membahas tentang batas usia perkawinan.

Untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut, penulis menggunakan
metode penelitian lapangan (field research) dengan analisis data yang berupa
pertanyaan dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan psikologi, dan
pendekatan sosiologi. Sumber data penulis berasal dari data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi (pengamatan), wawancara
(interview), dan dokumentasi. Yang kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan
mengunakan metode reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan
verification (conclusion drawing).

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. pelaksanaan pasal
7 tentang batas usia perkawinan dan jumlah pernikahan dini dalam Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di
masyarakat adalah masih banyak yang melakukan perkawinan dini dikarenakan tidak
terpenuhinya syarat perkawinan yaitu batas usia perkawinan dalam Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan
jumlah perkawinan di masyarakat sudah efektif akan tetapi pada tahun 2019 di
Kecamatan Tanete Riattang Timur jumlah perkawinan dini sangat berkembang pesat.
2. faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini dimasyarakat adalah faktor
ekonomi dan faktor lingkungan dikarena orang tua mereka kurang mengerti atau
faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal.

Implikasi dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya perkawinan di bawah
umur karena orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya akan
mengurangi beban ekonomi keluarga. Dan banyaknya orang tua yang kurang
mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya
lulusan SD (Sekolah Dasar) atau tidak sekolah sama sekali (Buta Huruf) ia hanya
meliaht anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk
menikahkan anaknya. Sehingga pada akhirnya terjadilah perceraian, karena usia yang
belum mencapai usia dewasa (pikirannya masih labil) serta pengalamannya dalam
berbagai aspek kehidupan masih minim.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam proses hidup dan kehidupan manusia di muka bumi, kedua jenis laki-

laki dan perempuan tersebut sangat mendambakan pasangan hidup. Mendambakan

pasangan hidup, merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit di

bendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyaratkan di jalinnya pertemuan

antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mengarahkan pertemuan itu dalam suatu

bentuk ikatan yang sah dalam jenjang perkawinan.1

Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam

untuk mewujudkan rumah tangga yang sakḭnah, mawaddah, waraḥma.2 Hukum

perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari

dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin

mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang

bertauhid dan berakhlak.3

Sebab itulah Islam sangat menganjurkan kepada setiap manusia untuk

melangsungkan perkawinan Karena perkawinan merupakan ikatan yang suci antara

1Syarifuddin Latif, Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Anaknya
Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Cet. I; Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2012), h. 1.

2Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta :Direktorat Jendral Pembinaan
Keagamaan Islam, 2000), h. 14.

3Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia masalah-masalah Krusial (Cet, II;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 10.
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laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang penuh dengan kebahagiaan,

kasih sayang dan di dasari oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Perkawinan biasanya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang

agama, suku, ras, warna kulit, profesi, status sosial baik yang miskin maupun yang

kaya, orang kota atau orang desa. Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu hal

yang baru untuk diperbincangkan, masalah ini sering kali di bahas dalam berbagai

seminar dan diskusi. Bahkan juga sering dibicarakan oleh media massa, baik media

elektronik maupun non elektronik. masalah ini memang sebagai salah satu tema yang

sangat sering mengundang peminat, maka tidak mengherankan jika sekalipun hal ini

sering dibahas, selalu ramai dan mendapat perhatian, khususnya dari kalangan anak

muda.

Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis,

melainkan juga kematangan psikologis, dan sosial. Batas usia minimal bagi laki-laki

dan wanita adalah 19 tahun. Perkawinan pada usia dini perempuan menimbulkan

berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi,

kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-

fungsi reproduksi dengan baik.4

Batas usia perkawinan sangatlah penting untuk diperhatikan dalam melakukan

suatu perkawinan karena dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan

suatu perkawinan dapat mempengaruhi perjalanan rumah tangganya.

Dalam Undang-undang perkawinan sendiri dijelaskan bahwa Pasal 1

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan perkawinan

4Ida Bagus Gde Manuaba, Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana
Untuk pendidikan Bidan (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996), h. 26.



3

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.5

Masih banyaknya terdapat perkawinan dini di kecamatan tanete riattang timur.

Hal ini terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat perkawinan yaitu batas usia

perkawinan dalam undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo undang-

undang nomor 16 tahun 2019. Yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dini

disebabkan karena faktor ekonomi dan lingkungan. Maka dari itu pihak KUA

berinisiatif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan yang ada

yaitu Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo undang-undang-undang

nomor 16 tahun 2019 agar masyarakat bisa memahami aturan tersebut.

Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan yang

mulai permisif dan nyaris tak terbatas. Pada akhirnya, secara fisik anak lebih cepat

dewasa, namun jika dipandang secara fisik, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk

kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru yang bernama

keluarga. Nikah di bawah umur hakekatnya menikah juga, hanya saja dilakukan oleh

mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi

yang masih kuliah. Maka dari itu Hukum berkaitan nikah di bawah umur yang secara

umum harus ada pada semua perkawinan. Namun ada pula Hukum yang memang

khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi pelajar yang masih sekolah,

bergantung pada orang tua dan belum mempunyai penghasilan sendiri, dan

mahasiswa yang masih kuliah yang mungkin belum mampu memberi nafkah.

5Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
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Di kalangan remaja perkawinan di bawah umur dianggap sebagai jalan keluar

untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena

terpaksa, karena hamil di luar nikah. Fenomena tersebut cukup sering didengar dalam

masyarakat. Namun bukankah perkawinan itu tidak hanya sekedar ijab qabul, dan

menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi

dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta. Jadi bagaimana akan menikah di usia

muda bila secara moril maupun materil belum cukup ?

Berdasarkan dari latar belakang di atas, untuk mengetahui lebih jauh

mengenai bagaimana pengaruh batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan dini di

masyarakat dengan demikian diangkat judul penelitian yaitu “Pengaruh Batas Usia

Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo undang-undang nomor

16 tahun 2019 Terhadap Perkawinan Dini di Masyarakat (Studi di Kecamatan Tanete

Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pelaksanaan pasal 7 tentang batas usia perkawinan dan

jumlah perkawinan dini dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di masyarakat?

2. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di masyarakat?
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C. Definisi Oparasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah sesuatu yang

timbul dari seseorang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau

perbuatan seseorang.6

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia batas usia perkawinan adalah suatu

ketentuan (umur) yang tidak boleh dilampaui.7

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap, Perkawinan berasal dari

kata “kawin” yang artinya penyatuan dalam bersetubuh; melakukan perkawinan,

pertalian antara laki-laki dan perempuan dalam menikah. Sedangkan perkawinan itu

sendiri berarti hal atau urusan dan sebagainya.8 Perkawinan pada dasarnya berasal

dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu “nikah” yang

berarti “ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

dan ajaran agama” Al-Qur’an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di

samping -secara majazi- diartikannya dengan “hubungan seks".9

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jumlah yaitu banyaknya (tentang

bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu)10

Bawah umur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga adalah

belum dewasa.11

6Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 3 (Cet. 3; Jakarta:
Balai Pustaka, 2005), h. 848.

7Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia h. 112.
8Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya: Apollo, 1997), h. 336.
9Syarifuddin Latif, Hukum Perkawinan di Indonesia Buku I (Cet. I; Watampone: CV Berkah

Utami, 2010), h. 1
10Tim Redaksi, Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Cet. 2; Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2003), h. 296
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Jadi pengaruh batas usia perkawinan terhadap jumlah perkawinandini

merupakan sesuatu yang timbul dari seseorang terhadap ketentuan yang tidak boleh di

lampaui yaitu umur antara laki-laki dan perempuan dalam hal perkawinan, karena

batas usia perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun

2019. Penulis lebih mengfokuskan terhadap banyaknya perkawinan di bawah umur

yang dilakukan di Kabupaten Bone.

D. Tujuan dan kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetauhi bagaimanakah pelaksanaan pasal 7 tentang batas usia

perkawinan dan jumlah perkawinan dini dalam Undang-Undang No.1 Tahun

1974 jo UU No.16 Tahun 2019 sudah sejalankah antara teori dengan praktek

yang ada dimasyarakat.

2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di

masyarakat.

Adapun kegunaan yang hendak didapatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman

pada khususnya.

2. Kegunaan praktis, penelitian ini diaharapkan memberikan kontribusi pemikiran

dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan

kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

11Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 3 (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1991),
h. 116.
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E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu

yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran

bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat

dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah

sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Akmal, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyyah STAIN Watampone

2017 dalam skripsi yang berjudul “Problematika Dan Tantangan Perkawinan Di

Bawah Umur Pada Masyarakat Kabupaten Bone (studi kasus KUA Kecamatan

Awangpone)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika perkawinan di

bawah umur pada masyarakat Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan untuk

mengetahui apa tantangan perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan

Awangpone Kabupaten Bone. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang

melakukan perkawinan di bawah umur menimbulkan masalah psikologis, belum ada

kreatifitas untuk mencari pekerjaan, kondisi mental, kondisi kesehatan, putusnya

pendidikan dan timbulnya perceraian. Remaja yang melakukan perkawinan di bawah

umur menghadapi tantangan terkait kondisi seksual yang belum siap sangat

berdampak pada kondisi kesehatan, serta emosi yang cenderung meledak-ledak yang

mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah.12

12Akmal, “Problematika Dan Tantangan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat
Kabupaten Bone (studi kasus KUA kecamatan Awangpone)” (Skripsi Program Sarjana Hukum
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Kabupateen
Bone, 2017), h. xvii.
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Iswandi, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyyah STAIN Watampone

2017 dalam skripsi yang berjudul “Upaya KUA dalam Mencegah Perkawinan di

Bawah Umur di Kecamatan Amali Kabupaten Bone”. Penelitian ini bertujuan untuk

melakukan pencegahan serta meminimalisir perkawinan di bawah umur serta

penerapan Undang-Undang terhadap masyarakat sebagai bentuk pencegahan anak

belum cukup umur yang menginginkan melangsungkan perkawinan. Penelitian ini

dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amali Kabupaten Bone,

dengan mengambil data-data sebagai dasar venomena perkawinan di bawah umur.

Dari hasil penelitian ini KUA Amali perlu meningkatkan pemahaman tentang

Undang-Undang perkawinan, serta penguatan aqidah dan mendidik anak sedini

mungkin tentang keagamaan, hal ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan yang

dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Amali perlu memperkuat atau mempertegas

administrasi bagi CATIN dan masyarakat yang belum cukup umur, sehingga saling

menjaga antara KUA setempat dan masyarakat sekitar.13

Ilham Laman, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

2017 dalam tesis yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi

Kota Palopo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya

perkawinan di bawah umur, akibat dari perkawinan di bawah umur, serta bentuk

pencegahan perkawinan di bawah umur di kelurahan parangi kota palopo.14

Hj. Rahmatiah HL., Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

(UIN) Alauddin Makassar 2016 dalam jurnal yang berjudul “Studi Kasus Perkawinan

13Iswandi, “Upaya KUA dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Amali
Kabupaten Bone” (Skripsi, Program Sarjana Hukum Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, kabupaten Bone, 2017).

14Ilham Laman, “Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo” (Tesis,
Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, 2017).
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di Bawah Umur”. Pernikahan di usia dini adalah salah satu faktor meningkatnya

jumlah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kurang dewasa dalam

menghadapi tantangan dalam rumah tangga. Keegoisan dan mengandalkan harta

orang tua, juga salah satu kecenderungan yang terjadi dalam rumah tangga yang

sebelumnya adalah menikah di usia muda. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) meski

sebagai pencatat, pengawas, dan mendaftar setiap ada perkawinan, juga dan perannya

di masyarakat, demi terciptanya keluarga mawaddah dan rahmah.15

Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN. Dkk dalam bukunya yang berjudul

“Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan

Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara. Dalam buku ini menjelaskan

bahwa perkawinan anak di Indonesia merupakan hal yang legal di Indonesia,

disebabkan karena ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan memperkenankan

perkawinan anak, hal ini terlihat dalam batas usia minimum di Indonesia 19 tahun

untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Meskipun hal ini diperkenankan oleh

Undang-undang, tetapi dalam praktiknya saat ini telah banyak elemen masyarakat

maupun regulasi yang menginginkan bahwa batas usia minimal anak 18 tahun

melalui uji materiil Undang-Undang di mahkamah konstitusi.16

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, penulis menarik kesimpulan

bahwa ditemukan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian

ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Akmal fokus masalahnya yaitu

problematika perkawinan di bawah umur dan tantangan perkawinan di bawah umur.

15Hj. Rahmatiah HL, Pernikahan Usia Muda, Peran PPN, Studi Kasus Perkawinan di Bawah
Umur, al-daulah jurnal, Vol.5, No.1, Juni 2016.

16Judiasih Dkk, Dr. Sonny Dewi, Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta
Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara (Cet. I;
Bandung: PT Refika Aditama, 2018).
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Kemudian penelitian yang dilakukan oleh saudara Iswandi fokus masalahnya

mengenai upaya KUA dalam mencegah perkawinan di bawah umur dan penerapan

Undang-Undang terhadap masyarakat setempat. Kemudian penelitian yang dilakukan

oleh saudara Ilham Laman fokus masalahnya mengenai Perkawinan di Bawah Umur

di Kelurahan Purangi Kota Palopo. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh ibu Hj.

Rahmatiah HL. Fokus masalahnya mengenai Studi Kasus Perkawinan di Bawah

Umur. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh bapak Dr. Sonny Dewi Judiasih,

S.H., M.H., CN, dkk fokus masalahnya mengenai Perkawinan Bawah Umur di

Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah

Umur di Beberapa Negara. Selanjutnya penelitian yang akan di bahas oleh penulis

fokus masalahnya lebih kepada pengaruh batas usia perkawinan dalam UU

perkawinan No.1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019 terhadap jumlah perkawinan

dini di masyarakat.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara emplisit dalam

menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan

memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan

memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.

UU No.1 Tahun 1974 Jo UU No.16 Tahun 2019

Pengaruh Batas Usia

Pernikahan

Jumlah PerkawinanPernikahan Dini

Hasil



11

Berdasarkan kerangka pikir di atas bahwa Undang-Undang tentang batas usia

sangat berpengaruh terhadap jumlah perkawinan dini di KUA Kecamatan Tanete

Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur. Penulis bisa menemukan hasil yang

efektif dalam masyarakat.

G. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis,

teratur, dan tertib, yang dapat dipertaggung jawabkan secara ilmiah untuk

memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang

objektif.17 Adapun metode penelitian di antaranya:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Dimana metode penelitian ini dinamakan sebagai metode baru,

karena populasinya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena

didasarkan pada filsafat postpositivisme.18

Bogdan dan Taylor yang dikutip moleong mendefinisikan metodologi

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa

kata-kata tertulis satu dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.19

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam

rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan  hubungan dengan orang yang

17Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis
(Cet. III; Jogjakarta [Yogyakarta]: Ar Ruzz Media, 2016), h. 25.

18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XXV: Bandung:
Alfabeta CV,2017), h. 7.

19Moleong, metode penelitian kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),
h. 4.
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diteliti.20 Sedangkan penelitian  adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan,

analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk

memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk

mengembangkan prinsip-prinsip umum.21 Adapun pendekatan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Yuridis Normatif. Metode penelitian normatif atau biasa disebut sebagai

penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan

penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini sangat erat

hubungannya pada perpustakaan. Sementara penelitian yuridis adalah

pendekatan perundang-undangan. Dalam metode ini perlu memahami

hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan-

undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.22

b. Pendekatan psikologis adalah membahas segala permasalahan berdasarkan

dengan analisis yang didasarkan pada prinsip yang berlaku dalam ilmu

jiwa.23

c. Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam

masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai

20Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta:
Balai Pustaka, 1989), h. 246.

21Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1163.
22Pater Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cet. 1; Surabaya: Kencana Pramedia Group,

2010), h. 137.
23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Cet. I; Bandung: Al

Fabeta, 2011), h. 34.
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hidupnya itu.24 Pendekatan sosiologis yang dilakukan peneliti yaitu

bersosialisasi dengan informan yang diteliti untuk mendapatkan informasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu di Kantor KUA Tanete

Riattang dan di KUA Tanete Riattang Timur yang terletak di Jl. Sungai Kapuas

dan Jl. Kesehatan, Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Data dan Sumber data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini, jenis data

yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik

dari individu atau perorangan.25 data primer yang digunakan dalam

penelitian ini, diperoleh secara langsung dari obyek/subyek penelitian.

Yaaitu dengan mewawancarai beberapa sumber yang mengetahui dan

mengerti tentang objek yang akan diteliti, misalnya Pegawai KUA dan

masyarakat.

b. Data sekunder

Menurut  Sudjana yang dikemukakan Ardiyana bahwa data

sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya

dan bukan diusahakan sendiri oleh penulis atau peneliti. Data sekunder yang

24Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.
38.

25Husain Umar, Reseach Methods In Finance And Banking (Cet. 2; Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2002), h. 82.



14

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Dokumentasi dari masyarakat,

laporan-laporan yang sejenis, dan  buku-buku literatur lainnya yang

menunjang penelitian ini.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika

melakukan proses pengumpulan data.26 Instrumen adalah sebagai alat

pengumpulan data harus benar-benar dirancang dengan baik dan dibuat

sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang valid. Adapun instrumen

penelitian yang akan digunakan peneliti adalah:

a. Pedoman observasi atau pengamatan, maka instrumen yang digunakan

umumnya berupa daftar check list, kamera dan lain-lain.

b. Pedoman wawancara atau interviu, maka instrumennya adalah daftar/lembar

pertanyaan/pedoman wawancara, dan lain-lain.

c. Alat dokumentasi. Data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-

dokumen penting terkait dengan topik penelitian. Adapun instrumen yang

digunakan berupa daftar dokumen.

Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan pedoman atau panduan observasi dan wawancara yang disusun

berdasarkan kisi-kisi instrumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka membahas skripsi ini, maka penulis menggunakan

metode pengumpulan data riset lapangan (field research) yaitu pengumpulan

26Ridwan, dkk., Pedoman Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone (Cet. I;
Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Watampone, 2016), h. 14.
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data dengan terjun langsung ke lapangan/lokasi penelitian dengan mengunakan

teknik sebagai berikut:

a. Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis

mengenai gejala-gejala yang diteliti.27 Observasi atau pengamatan dilakukan

dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kejadian/peristiwa.

b. Interview (wawancara) biasanya dilakukan kepada sejumlah informan yang

jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk

mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan

keperluan.28 Wawancara dilakukan kepada informan/sumber informasi.

c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkrip, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.29

Pengelolaan data menggunakan cara berdasarkan yang dikembangkan

oleh Miles dan Huberman dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

a. Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini penulis merangkum,

memahami hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian data (data display), dalam penelitian kualitatif, penyajian data

biasa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat

berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih

27Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.
138.

28Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, h. 146.
29Suharsimi Arikunto, Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 206.
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remang-remang atau gelap setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.30

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tekhnik analisis data secara

Kualitatif yaitu mengelolah data dengan bertolak dari nilai-nilai teoritis untuk

mendapatkan kejelasan masalah yang sesungguhnya.31 Artinya

menginterpretasikan setiap data yang telah dikelola kemudian diuraikan dengan

komprehensif yang mendalam, dalam uraian kalimat yang sistematis untuk

kemudian ditarik kesimpulan.

Teknik analisis data deduktif adalah teknik analisis data yang

mengambil beberapa fakta yang bersifat umum yang selanjutnya dianalisis

untuk diterapkan ke hal yang bersifat khusus.32

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah sudah

lengkap atau belum sesuai dengan keperluan penelitian.

b. Klasifikasi data, yaitu mengumpulkan data sesuai dengan bidang pokok

bahasan agar mudah dalam menganalisisnya.

c. Sistematika data, yaitu penyusunan data yang membuat sistematika yang

diterapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisa.

30M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jogjakarta
[Yogyakarta]: AR-Ruzz Media, 2014), h. 309.

31Burhan Bungin, Analisis Data Kuantitatif (Cet. II; Jakarta: PT Raja Garapindo Persada,
2003), h. 9.

32Abdullah K., Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian, h. 30.
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Dalam menganalisa data diperlukan pemeriksaan secara kelompok agar dapat

di susun secara sitematis sehingga mempermudah peneliti.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pada dasarnya kata “kawin” merupakan terjemahan dari bahasa Arab kata

“nikaḥ” yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan

ketentuan hukum dan ajaran agama. Al-Qur’an menggunakan kata ini untuk

makna tersebut, di samping secara majazi- diartikannya dengan ”hubungan seks”.

Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa

pada mulanya kata “nikaḥ” yang berasal dari bahasa Arab nḭkaḥun dan merupakan

masdar dari kata nakaha, digunakan dalam arti ”berhimpun, bergabung”.1

Terkadang juga digunakan dengan arti al-Wata’ (hubungan seksual) atau aqad

(perjanjian). Akan tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk aqad.2 Namun secara

leksikal, perkawinan identik dengan nikah dan az-Zauj. Al-Qur’an juga

menggunakan kata zawwaja dari kata zauwj berarti “pasangan” untuk makna di

atas. Oleh karena perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata

tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali.

Sedangkan arti kata nikah menurut syara’ adalah akad yang membolehkan seorang

1M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat,
(Selanjutnya disebut “wawasan”), (Cet. II; Mizan: Jakarta, 1996), h. 191.

2Abu Hafsh Usamah, Panduan Lengkap Nikah Dari “A” Samapai “Z”, (Cet. 8; Pustaka Ibnu
Katsir: Bogor, 2006), h. 17.
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laki-laki berkumpul bebas dengan seorang perempuan tertentu dan pada waktu

akad menggunakan lafaz nikah atau tazwij atau terjemahannya.3

Menurut undang-undang, sebelumnya perlu dikemukakan bahwa dalam

peraturan-peraturan Perkawinan yang pernah berlaku sebelum lahirnya Undang-

Undang perkawinan baik BW, GHR, HOCI dan Undang-Undang Nomor 22 tahun

1954 tentang pencatatan NTR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang

pengertian perkawinan. Barulah pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 (Pasal 1) diatur tentang pengertian perkawinan, yaitu: Perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut agama Islam dalam hal ini akan dikemukakan

pendapat dari Sayuti Thalib, S.H yang dikutip Eoh dalam buku Pernikahan Antara

Agama (Dalam Teori dan Prakteknya) menyatakan: perkawinan ialah perjanjian

suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.4

Perkawinan ditinjau dari sudut pandang suku Bugis-Makassar, kawin

artinya siala (Bugis-Makassar) artinya saling mengambil satu sama lain. Jadi

merupakan tindakan resiprokal, yang berarti meskipun berbeda status sosial laki-

laki dan perempuan yang terlibat dalam perkawinan adalah partner. Bagi orang

Bugis Makassar, perkawinan adalah bukan hanya peralihan dalam arti biologis,

tetapi lebih penting ditekankan pada arti sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab

3Syarifuddin Latif, Hukum Perawinan di Indonesia (Buku 1), (Cet. 1; CV Berkah Utami:
,2010), h.2.

4Eoh, Perkawinan Antar Agama (Dalam Teori dan Praktek), (Cet. I; Raja Grafindo Persada:
Jakarta, 1996), h. 28.
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baru bagi kedua orang yang mengikat tali perkawinan terhadap masyarakatnya.

Oleh karna itu, perkawinan bagi orang Bugis-Makassar dianggap sebagai hal yang

suci, sehingga dalam pelaksaannya dilaksanakan dengan penuh hikmat dan pesta

yang meriah. Dalam pelaksanaan proses perkawina itu didampingi oleh seorang

indo botting. Perkawinan tidak melibatkan laki-laki dan perempuan yang kawin

saja, melainkan kerabat kedua belah pihak dengan tujuan memperbaharui dan

memperkuat hubungan keduanya. Di desa perkawinan biasanya berlangsung

antara seorang di sekitar tempat tinggal mereka yang juga merupakan kerabat atau

dengan orang lain tetapi dengan perantaraan seorang kerabat. Perkawinan

merupakan cara terbaik memasukkan yang sebelumnya bukan kerabat menjadi

tennia tau laeng (bukan orang lain).

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan dengan sepupu. Namun

demikian, perkawinan dengan sepupu sekali dianggap “terlalu panas”, karena itu

jarang terjadi, kacuali dikalangan bangsawan tinggi yang “berdarah biru”.5 Bagi

masyarakat di bawahnya lebih memilih perkawinan sepupu dua kali atau tiga kali.

Jadi perkawinan ideal adalah perkawinan generasi yang sama. Perkawinan antara

paman dan keponakan perempuan atau antara bibi dengan kemanakan laki-laki

dilarang dan hubungan seksual antar pasangan seperti itu dikategorikan sebagai

salimara’ (incest).6

Dalam pelaksanaan perkawinan Bugis-Makassar harus didampingi oleh

seorang indo botting. Karena indo botting sangatlah berperan aktif dalam

5Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawianan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, (Cet. I;
Makassar: Indobis 2006), h. 1.

6Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawianan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, (Cet. I;
Makassar: Indobis 2006),h. 2.
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pelaksanaan perkawinan tersebut. Perkawinan juga berarti sebuah perjanjian atau

ikatan yang suci antara dua insan yang saling mencintai dengan tujuan untuk

membangun rumah tanggan yang damai, tentram dan penuh cinta.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah: untuk memenuhi tuntutan hajat

tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang,

untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti

ketentuan-ketntuan yang telah diatur oleh syariat. Untuk lebih jelasnya akan

diuraikan satu-persatu dari kelima tujuan dan faedah perkawinan tersebut di atas.

Pertama, ialah untuk memperoleh keturunan yang sah merupakan tujuan

yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi

penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk

diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (unifersil). Setiap orang yang

melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh

keturunan atau anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup

berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan

hampa. Biarpun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup

kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai

keturunan ,kebahagiaan rumah tangga belum sempurna.

Sedangkan aspek yang umum (unifersil) yang berhubungan dengan

keturunan/anak ialah karena anak-anak itulah yang menyambung keturunan
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seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan

memakmurkan dunia ini.7

Kedua, ialah untuk memenuhi tuntunan naluriah/hajat tabiat

kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu

dapat disalurkan secara sah. Andai kata tidak ada saluran yang sah itu manusia

banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak

baik di masyarakat. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat

kemanusiaanya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan tehadp siapa saja,

maka keadaan manusia saat iu tak ubahanya seperti hewan saja, dan dengan

sendirinya masyarakat menjadi kacau balau dan bercampur aduk tidak karuan.

Ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor

yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan

ialah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Dengan tidak adanya saluran yang sah

untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun

wanita akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah

sedemikian besarnya, sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai

mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, manusia itu memang

diciptakan dalam keadaan lemah, temasuk lemah terhadap hawa nafsu.

Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis

pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain biasanya

dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan

7Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.
1 Tahun 1974, Tentang Perkainan), Ed. I, (Cet.1; Liberty: Yogyakarta, 1982). h. 13.
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paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, sedangkan masyarakat mengetahui

bahwa pada umumnya antar laki-laki dan wanita sebelum melaksanakan

perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk

memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara

laki-laki dan wanita secara timbal balik.

Kelima menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rejeki yang halal

dan memperbesar rasa tanggung jawab.8

Adapun tujuan lain dari perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan

bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga,

sejahtra artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya

keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih

sayang antara anggota keluarga. Tujuan perkawinan menurut Islam pada garis

besarnya hanya dua yaitu: 1. Memenuhi naluri sebagai manusiawi yakni ingin

kepada wanita, ingin kepada anak dan harta benda. 2. Memenuhi petunjuk agama

sebagai fitrah kejadian manusia.9

Selain dari ingin memiliki keturunan perkawinan juga memiliki tujuan

lain yaitu agar dapat terhindar dari perbuatan jahat, menurut Islam tujuan

perkawinan yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk

keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

8Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.
1 Tahun 1974, Tentang Perkainan), h.17.

9Syarifuddin Latif, Hukum Perawinan di Indonesia (Buku 1)...., h.23.
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3. Hukum Perkawinan

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimkasud di sini adalah: pertama,

sifat syara’ pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah.

Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan suatu pengaruh syara’, seperti jual

beli adalah memindahkan kepemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum

sewa-menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang

disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau perkawinan berarti

penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang

kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri,

kewajiban istri untuk taat kepada suami dan pergaulan yang baik.

Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukkalaf.

Masing-masing hukum mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik pula,

baik persyaratan harta, fisik, dan atau ahlak.10

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan

biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri

yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan

apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah.

b. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan

nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah

ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; sesuatu yang

10Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munukahat
(Khitbah, Nikah dan Talak), (Cet. 2; Hamzah: Jakarta, 2011), h.44.
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menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika

seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab

kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya

untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

c. Makruh

Nikah  makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang

mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadinya

maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak tidak

sampai ketingkat yakin.

d. Mubah

Hukum nikah mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan

yang mengharapkannya untuk menikah. Dari uraian tersebut, nikah adalah

hubungan seorang pria dan wanita untuk berumah tangga dan hidup saling tolong-

menolong yang dilakukan karena Allah swt.11 Hukum nikah ini lebih mengacu

pada seseorang yang sudah mampu secara psikologis dan finansial, hukum nikah

ini juga lebih mengacu pada seorang laki-laki yang berkeinginan untuk menikah

hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan tidak memperhatikan dari tujuan

perkawinan tersebut.

4. Hakekat Perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Hukum Islam

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia

11Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munukahat
(Khitbah, Nikah dan Talak), (Cet. 2; Hamzah: Jakarta, 2011), h. 47.
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dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.12 Demikian menurut pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi menurut undang-

undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan

seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terkait dalam

perjanjian 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) atau 2 (dua) orang wanita saja

(lesbian).

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan

kepercayaan tersebut. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.13

Ada 6 asas prinsipal dalam Undang-Undang perkawinan:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing dapat mengembankan kepribadiannya membantu dan mencapai

kesejahteraan spiritual dan material.

b. Dalam undang-undang ini di tegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat”

menurut peraturan perundang-undangan yangh berlaku.

c. Undang-undang ini mengatur asas monogamy. Hanya apabila ia dikehendaki

oleh bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

12Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
13Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang

Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet, I: Bumi Aksar; Jakarta Selatan, 2004), h. 54-
55.
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d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri

harus lelah masa jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar

dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berpikir dan

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia,

kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip

untuk mempersulit terjadinya perceraian.

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami,

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan

dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam

kaitan ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang

merumuskan demikian “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi ini tampak jauh lebih representativedsn lebih jelas serta tegas

dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

yang merumuskannya sebagai berikut “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah

perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitaqan galidan untuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
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Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di

atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan

meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud ialah:

1) Dalam rumusan Undang-Undang, tercermin keharusan ada ijab qabul (aqdun

nikah) pada sebuah perkawinan seperti dalam anak kalimat: “Ikatan lahir

batin”. Sedangkan kata “Akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada

terjemahan kata-kata mitaqan qaladin  yang terdapat sesudahnya yang tidak

menggambarkan pengertian perkawinan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada

sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.14

2) Kata-kata “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan

kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay) atau antara sesama

wanita (lesbi) di Negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa

Negara Belanda, Belgia, dan sebagaian Negara bagian Canada,. Sedangkan

KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang bertekat ini sungguhpun

dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah

antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-undang Perkawinan.

3) Undang-undang perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni

“membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal”, sementara KHI yang

memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih

menginformasikan nilai-nilai ritual perkawinan seperti terdapat dalam kalimat

“untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Padahal, rata-rata kitab hadis, hukum dan fikih memasukkan bahasan

14Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (PT. RajaGrafindo:
Jakarta,2005), h. 46.
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munakahat (Perkawinan) dalam kitab (BAB) muamalah tidak dalam kitab

(BAB) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan

jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang

terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.15

5. Perkawinan dalam Hukum Islam

Bagi umat Islam, perkawinan memiliki makna ibadah, karena kehidupan

keluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin

stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan

perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan msotif yang mulia, karena

perkawinan merupakan tempat peresmian cinta, kasih sayang serta hubungan

timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam

Alquran surah Ar-rum 30 ayat 21:

                          
          

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.16

Namun demikian dalam prakteknya, hubungan suami istri sering sekali

diwarnai konflik, perselisihan, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri dan

“musaharah”dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa” Qs. Al-Furqan 25 ayat 54:

15Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h. 46.
16Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. X; Bandung: CV Penerbit

Diponegoro, 2014), h. 406.
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Terjemahnya:

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia
itu (punya) keturunan dan mushaharah[1070] dan adalah Tuhanmu Maha
Kuasa”.17

Kami memulai dengan landasan pertama, yaitu landasan hubungan

seksual, seperti tersebut dalam surah Al-Muminun. Kami menemukan bahwa

dalam hubungan pertama ini terdapat dua kemungkinan, pertama, antara suami

dengan istri dan kemungkinan kedua antara suami dengan Milk al-yamin. Hal ini

sangat jelas dalam firmannya “kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang

mereka miliki”.18

Di samping itu, Nabi Muhammad Saw. Juga telah mengajarkan bahwa

perkawinan merupakan bagian terpenting untuk menjadi umat beliau. dalam salah

satu sabdanya, menikah salah satu dari sunnah beliaudsan bagi orang yang tidak

melaksanakan sunnah maka tidak termasuk umat Muhammad. Hal ini sesuai

dengan hadis berikut ini:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ: قاَلَ  ِ صَلَّى اللهَّ رَسُوْلُ اللهَّ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتيِْ “ : فمََنْ لمَْ یعَْمَلْ 

جُوا فإَنِِّي مُكَاثرٌِ بكُِمْ الأْمَُمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فلَْینَْكِحْ وَمَنْ لمَْ  یجَِدْ فعََلیَْھِ بسُِنَّتيِ فلَیَْسَ مِنِّي وَتزََوَّ

یاَمِ  وْمَ لھَُ وِجَاءٌ باِلصِّ رواه ابن ماجھ” فإَنَِّ الصَّ

Artinya:

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu
termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia
tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan

17Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 364.
18Muhammad shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontenporer, (Yogyakarta: eLSAQ Press,

2004) h. 434-435.
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kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka
menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa,
karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah.19

B. Nikah Muda dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Pengertian Nikah Muda (Perkawinan di Bawah Umur)

Usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, terdapat dalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi:

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(Sembilan Belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umir 16 (Enam Belas)
tahun”.

Sedangkan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam
pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan
wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.20

Usia perkawinan sebagaimana dimaksud di atas terdapat dalam undang-

undang perkawinan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan, yang dalam pasal 6

ayat (2), berbunyi:
“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21

(dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin kedua orang tua”.

Dapat dipahami bahwa, usia pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun tidak bertentangan dengan

maksud pasal 6 ayat (2), dan sebagai konsekuensi tercermin dalam Undang-

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab II Pasal 7 menyatakan

bahwa:

19CD al-Maktabah al-syamilah, Sunnah Ibnu Majah, Juz. 5, No. Hadis: 1836.
20Olivia, Batas Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Lex Jurnalica, Vol.12, No.3, Desember 2015. Hal. 207.
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Ayat (1) “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)
tahun”.
Ayat (2) “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua
pihak pria maupun pihak wanita.”
Ayat (3)” ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang
tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) undang-undang ini, berlaku juga
dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak
mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)”.21

Sedangkan dalam revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun

2019 dalam pasal 7 menyatakan bahwa:

Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun.
Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita
dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak
disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan
melangsungkan perkawinan.
Ayat (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua
calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41
berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (6).22

Hal ini dimaksud bahwa usia perkawinan menjadi bagian dari inheren

dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan. Karena, pemikiran

yang bersifat terbuka untuk memungkinkan dispensasi, baik terhadap permohonan

orang tua pihak pria maupun wanita, memberi kesan bahwa perkawinan tidak

memiliki sakralitas dari aspek ikatannya. Dispensasi diberikan berkaitan dengan

21Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surabaya,
Arkola. h. 5.

22 Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
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hal-hal yang bersifat praktis, sedangkan usia harus ditetapkan dengan konsekuensi

sanksi yang tegas, agar melalui ketegasan ini dapat meminimalisir kemungkinan

konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Indikasi usia perkawinan yang termasuk dalam undang-undang ini perlu

dirubah dengan pertimbangan aspek kualitas psikologis. Namun, perlu ditegaskan

bahwa pemikiran ini bersifat ijtihat, sehingga ia membutuhkan trialand error.

Tetapi dengan maksud membangun kualitas generasi Indonesia menuju masa

depan yang unggul. Konsep ini juga setidaknya mengacu pada aspek kesehatan

dan kondisi anak yang kelak dihasilkan oleh usia perkawinan yang tidak lagi

sebagai masa usia yang ditetapkan oleh undang-undang ini lebih dari itu dalam

bnyak hal, khususnya pasal 7 ayat (1) harus mendapat porsi tertinggi dengan

konsekuensi yang prospektif.

2. Kedudukan nikah di bawah umur berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Secara metodologis langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada

metode maslahat dan muslahat. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihad yang

kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila

karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21

tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita,

undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan “dalam

hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada
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pengadilan atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak

priamaupun pihak wanita”.23

Dalam hal ini undang-undang perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi

pasal 6 ayat (2) dijelaskan untuk kelangsungan perkawinan seseorang belum cukup

umur 21 (dua puluh satu) tahun mendapat izin kedua orang tua, disisi lain pasal 7

ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai

umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam

belas) tahun. Bedanya, jika kurang 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan

jika kurang 19 tahun,perlu izin pengadilan.

Pertimbangan problem kependudukan, seperti diungkapkan dalam

penjelasan undang-undang perkawinan, turut mempengaruhi perumusan batas usia

calon mempelai tersebut. Ini maksudkan untuk menjawab tantangan dan

kebutuhan masyarakat, sejalan dengan hukum islam itu sendiri, untuk

mewujudkan kemaslahatan umum. Djatmika mengatakan “kesemuanya itu

mengandung masalah ijtihadiyah yang diselesaikan dengan ijtihat (ulama

Indonesia) dengan menggunakan metode-metode istishlah, ihtihsan, al’urf, dan

lain-lain istidlal dengan tujuan jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid (memperoleh

kebaikan dan menghindari kerusakan). 24

23 Kamal  Muchtar, Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h.97.

24H. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Cet: 1; Jakarta: PT Raja Grpindo
Persada, 2005), h. 59-62.
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BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

KUA Kecamatan Tanete Riattang merupakan salah satu dari KUA yang

berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kab. Bone yang secara

institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan

tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan.

KUA Tanete Riattang berlokasi di Jl. Sungai Kapuas. Lokasi dari KUA

Tanete Riattang berhadapan dengan SMA Amir Islam yang berbatasan dengan

jalan raya dan berdampingan dengan pencucian mobil.1

Lokasi KUA Kecamatan Tanete Riattang merupakan salah satu

kecamatan di Kabupaten Bone yang terletak di Kelurahan Bukaka Watampone

dengan jarak ibu kota kabupaten adalah kurang lebih 1 km dan jarak dari ibu kota

provinsi adalah ± 190 km. KUA Kecamatan Tanete Riattang merupakan salah satu

dari 5 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Bone.

KUA Kecamatan Tanete Riattang terdiri dari 8 wilayah desa/kelurahan sebagai

cakupan wilayah kerja, yaitu:

1. Kelurahan Biru

2. Kelurahan Bukaka

3. Kelurahan Manurunge

4. Kelurahan Masumpu

1 Fatmawati,  Data Profil KUA Kecematan Tanete Riattang, Senin 7 Oktober 2019.
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5. Kelurahan Pappolo

6. Kelurahan Ta’

7. Kelurahan Walannae

8. Kelurahan Watampone

Kantor Urusan Agama pada awalnya berada di Jalan Utama yang

menempel pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. KUA Kecamatan

Tanete Riattang, pertama kali dibangun pada tahun 1979 dengan ukuran panjang

40 X 13 m2 milik Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang, di Jalan Yos Sudarso.

Setelah itu di relokasi pada tahun 2016, dan sampai sekarang Kantor Urusan

Agama Kecmatan Tanete Riattang terletak di Kelurahan Bukaka, Jalan Sungai

Kapuas, dengan ukuran panjang ± 60 m dan lebar ± 40 m milik pemerintah

Kecamatan Tanete Riattang.2

Adapun visi dan misi dari KUA Tanete Riattang Kabupaten Bone,

sebagai berikut:

VISI

Tercapainya kepuasan masyarakat dalam pelayanan pencatatan nikah dan rujuk

serta optimalisasi dan partisipasi dalam pembangunan kehidupan beragama.

MISI

1. Melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk.

2. Melaksanakan penasehat pernikahan.

3. Melaksanakan penyelesaian persertifikatan tanah wakaf.

2Fatmawati,  Data Profil KUA Kecematan Tanete Riattang, Senin 7 Oktober 2019.
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4. Melaksanakan pembinaan pengurus mesjid dan organisasi keagamaan

lainnya.3

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang juga memiliki

batas wilayah, yaitu:

Sebelah utara : berbatasan dengan sungai

Sebelah timur : berbatasan dengan perumahan

Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan raya

Sebelah barat : berbatasan dengan perumahan

3Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang.
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KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONE
KANTOR URUSAN AGAMA TANETE RIATTANG TIMUR

JL. KESEHATAN KM. 6 KEL. BAJOE

STRUKTUR ORGANISASI PETUGAS PELAYANAN PERKAWINAN
PADA KUA KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR

KOTIF WATAMPONE

Ka. KUA

Drs. H. Mappasere

NIP. 19621231 199203 1 010

PENYULUH
Dra. Hj. Padellung Yusuf

NIP. 19591202 199103 2 001

PENYULUH
Dra. Hj. ST. Fasihah

NIP. 19650704 199203 2001

PENGHULU
Muhammad Nur, S.Ag

NIP. 19720728 2005011 1 003

JFT

KETATAUSAHAAN DANKERUMAHTANGGAAN
Fauziah Darwis

NIP. 19820926 200901 2 015

PENYUSUN PROGRAMANGGARAN DAN PELAPORAN
Nurhayati

NIP. 19791119 200901 2 007

JFU

PELAKSANAPENGADMINISTRASI
Fatmawati, S.Pd.i

NIP. 19771002 200910 2 002

PENYULUH
Hj. Nurhaena, S.Ag

NIP. 19701014 201411 2 001
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2. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten

Bone

KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur merupakan salah satu kecamatan

dari 27 kecamatan yang ada di kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. KUA

Kecamatan Tanete Riattang Timur merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi

kementerian Agama RI yang berada di tingkat kecamatan. Sebagai ujung tombak

Kementerian Agama RI, KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan

sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama

Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada

tingkat kecamatan.

Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi Administratif, fungsi

pelayanan, fungsi pembinaan, dan fungsi penerangan serta penyuluhan. KUA

berperan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan pengawas Madrasah dan

Pendidikan Agama Islam (Mapenda) serta kegiatan Penyuluh Agama Islam.4

Di samping itu KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk

sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain;

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), LPTQ, LP2A,

PHBI, BAZCAM dll.

KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur merupakan salah satu dari 5

KUA kecamatan di lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bone. KUA

Kecamatan Tanete Riattang Timur terdiri dari 8 wilayah desa/ kelurahan yakni:
1. Kelurahan Toro

2. Kelurahan Panyula

4 Drs. Pirman, Data-data profil KUA kecamatan tanete riattang timur, jumat 25 maret 2016.
Laporan KKLP Angkatan 2016
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3. Kelurahan Waetuo

4. Kelurahan Tibojong

5. Kelurahan Cellu

6. Kelurahan Bajoe

7. Kelurahan Lonrae

8. Kelurahan Pallette

Dalam melayani pencatatan perkawinan dari masing-masing kelurahan.

KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur mulai definitif seiring definitifnya

wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur sekitar tahun 1994. KUA Kecamatan

Tanete Riattang Timur pertama kali berkantor di Mesjid Tua Bajoe pada tahun

1994. Adapun Nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA

Kecamatan Tanete Riattang Timur adalah:

1. Drs. H. M. Marzuki S Tahun 1994 s.d 1996

2. Drs. H. Alimuddin Nabire Tahun 1996 s.d 1998

3. Drs. Hasan Basri Tahun 1998 s.d 2001

4. Drs. Abd. Rasyid Mahdi Tahun 1998 s.d 2001

5. Drs. H. Ahmad Ya’cub Tahun 2001 s.d 2004

6. Drs. Mukhtar Husain Tahun 2004 s.d 2005

7. Drs. Abd. Latif, M. HI. Tahun 2005 s.d 2008

8. Drs. M. Tahir Siri Tahun 2008 s.d 2011

9. H. Muh. Sabran, S. Ag., M. Pd.I Tahun 2011 s.d 2015

10. H. Abustang, S.Ag., M.SI Tahun 2016
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11. Drs. H. Mappasere Tahun 2017 s.d 2018

12. KM. Abd. Samad, S. Ag., M.H. Tahun 2018 s.d Sekarang

Wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur yang terletak di sebelah Utara

Kabupaten Bone adalah salah satu dari 27 Kecamatan yang berada di wilayah

Kabupaten Bone dengan jarak Ibu Kota Kabupaten adalah ± 6 km dan jarak dari

Ibu Kota Provinsi adalah ± 185 km dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete

Riattang Timur terletak dijalan Kesehatan Bajoe.5

Wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur berdasarkan Data Statistik

Tahun 2010 BPS Kabupaten Bone memilki luas 48, 88 km2 (1,07% dari total luas

Wilayah Kabupaten Bone), panjang pantai 10,8 km. Kecamatan Tanete Riattang

Timur termasuk daerah beriklim sedang dengan curah hujan berkisar rata-rata

1.750-2.000 mm. Curah hujan terjadi pada bulan April s.d. September dan musim

kemarau. Curah hujan terjadi pada bulan April sampai September dan kemarau

terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Temperatur udara rata-rata berkisar

antara 26˚C sampai 43˚C  sedangkan kelembaban udara relative 95 - 99%. Secara

geografis Kecamatan Tanete Riattang Timur terletak pada koordinat 4º28’16” LS -

4º34’13” LS dan 120º21’49” BT - 120º23’48” BT dengan batas-batas sebagai

berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan perairan Teluk Bone

b. Sebelah Timur berbatasan dengan perairan Teluk Bone

c. Sebelah Selatan berbatasan wilayah Kecamatan Barebbo

5 Drs. Pirman, Data-data profil KUA kecamatan tanete riattang timur, jumat 25 maret 2016.
Laporan KKLP Angkatan 2016
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d. Sebelah Barat berbatasan wilayah Kecamatan Tanete Riattang dan

Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.6

VISI

Terwujudnya pelayanan prima dalam membangun kehidupan beragama di

Kecamatan Tanete Riattang Timur.

MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dibidang NR (Nikah Rujuk).

2. Meningkatkan kehidupan keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Tanete

Riattang Timur.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat muslim terhadap Zakat, Infaq dan

Shadaqah (ZIS).

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat muslim terhadap pemberdayaan

wakaf.

5. Meningkatkan kualitas dan kondisi masjid yang kondusif.

6. Meningkatkan jamaah haji dan umrah.

7. Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral  yang harmonis.

8. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal

dalam kehidupan.

9. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat.7

6 Drs. Pirman, Data-data profil KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, jumat 25 maret
2016, Laporan KKLP Angkatan 2016.

7Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang  Timur.
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B. Pelaksanaan Pasal 7 tentang batas usia Perkawinan dan Jumlah
Perkawinan dini dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974
Jo Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat
1. Pelaksanaan Pasal 7 tentang batas usia Perkawinan dalam Undang-undang

Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang nomor 16 Tahun
2019 di masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini masih banyak terdapat perkawinan

dini. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat perkawinan yaitu

batas usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Sehingga mengakibatkan harusnya

diajukan dispensasi perkawinan. Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang

telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang batasan usia untuk

kawin, dalam hal ini Kepala KUA menyatakan pula bahwa sosialisasi ini

bertujuan untuk mengurangi terjadinya perkawinan dini.8

Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, juga mengatakan

bahwa Undang-undang Perkawinan telah disosialisasikan akan tetapi

banyaknya masyarakat yang kurang paham terhadap aturan ini. Kepala KUA

juga menyatakan kami akan terus mengsosialisasikan Undang-undang ini agar

masyarakat paham tentang aturan yang mengikat sehingga lambat laun

perkawinan dini akan semakin berkurang.9

8 Drs. H. Mappasere kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang, wawancara, di KUA
Kecamatan Tanete Riattang, 22 September 2019.

9 KM. Abd. Samad kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, wawancara, di KUA
Kecamatan Tanete Riattang Timur, 22 September 2019.
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Tidak adanya perbedaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) antara

CATIN yang kawin di bawah umur dengan CATIN yang kawin di usia yang

mapan sebab SUSCATIN ini bersifat umum.10

Perkawinan usia muda ini sangat terkait dengan hak orang tua wali

untuk menikahkan anaknya, tanpa disertai kemauan anaknya sendiri.

Beberapa kasus di masyarakat, karena alasan hubungan kekeluargaan atau

mempertahankan status sosial orang tua sering kali menjodohkan atau bahkan

menikahkan anak mereka dengan anak saudaranya yang masih belia dan

dengan adanya alasan-alasan yang memaksa untuk tetap dilakukan

perkawinan maka pelaku perkawinan dini dibolehkan untuk melakukan

dispensasi.

Berikut adalah data pelaksana perkawinan dini;

1. KUA Kecamatan Tanete Riattang

a. Nama: Arviana Bahar

Umur: 14 Tahun

Alamat: Kelurahan Manurunge

b. Nama: Syahara Iklima Barkling

Umur: 16 Tahun

Alamat: Jl. A. Ali PT. Cenrana Kelurahan Masumpu

c. Nama: Ayuwati Umar

Umur: 18 Tahun

Alamat: Jl. Rusa Kelurahan Bukaka11

10 Drs. H. Mappasere dan KM. Abd. Samad Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang dan
Kecamatan Tanete Riattang Timur, wawancara, di KUA Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan
Tanete Riattang Timur 22 September 2019.
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2. KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur

a. Nama: Nurfadillah

Umur: 16 Tahun

Alamat: Maccedde Kelurahan Bajoe

b. Nama: Desi Ratmasari

Umur: 15 Tahun

Alamat: Kelurahan Pallette

c. Nama: Yusni

Umur: 14 Tahun

Alamat: Jl. KH. Syamsuddin Kelurahan Lonrae12

2. Jumlah perkawinan dini di masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang dan

Tanete Riattang Timur

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Bab II

Pasal 7 menyatakan bahwa:
Ayat (1) “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
(enam belas) tahun”.

Ayat (2) “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Ayat (3)” ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau
kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) undang-undang
ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini
dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)”.13

Sedangkan dalam revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16

Tahun 2019 dalam pasal 7 menyatakan bahwa:

11Data PPN Tentang Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Tanete Riattang, 2019.
12 Data PPN Tentang Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, 2019.
13Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua
pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan
sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai
yang akan melangsungkan perkawinan.

Ayat (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua
orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan
ayat (41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).14

Table 1.1

Database Perkawinan dini di Kecamatan Tanete Riattang 2017
No. Desa/Kelurahan Bulan 1 Bulan

2
Bulan

3
Bulan

4
Bulan

5
Bulan

6
jumlah

Lk P
r

L
k

P
r

Lk P
r

lk P
r

lk P
r

L
k

pr

1. Watampone - 1 - 1 - - - 1 - 1 - - 4
2. Bukaka - - - - - - - - - 1 - - 1
3. Ta - - - 2 - - - 1 - 2 - 1 6
4. Biru - - - - 1 1 - 1 - 1 - 1 5
5. Manurunge - 1 - 1 - - - 1 1 1 - - 5
6. Masumpu - 1 - - - 4 - 1 - 1 - - 7
7. Walannae - 1 - 1 - - - - - 1 - - 3
8. Pappolo - - - - - - - - - - - - -

No. Desa/Kelurahan Bulan 7 Bulan
8

Bulan
9

Bulan
10

Bulan
11

Bulan
12

jumlah

Lk P
r

L
k

P
r

Lk P
r

lk P
r

lk P
r

L
k

pr

1. Watampone - - - 1 - 1 - 2 - 1 - - 5
2. Bukaka - - - - - - - 2 - 1 - - 3
3. Ta - 2 1 1 - 2 - - - 1 - - 7
4. Biru - 2 - - 1 3 - - - 1 - - 7

14 Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
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5. Manurunge - - - 1 - 2 - 1 - - 1 1 6
6. Masumpu - - - - - 3 - - - 1 - - 4
7. Walannae - - - 1 - 1 - 2 - - - - 4
8. Pappolo - - - - - 1 - - - - - - 1

Total 68

Tabel 1.2

Database Perkawinan dini di Kecamatan Tanete Riattang 2018
No. Desa/Kelurahan Bulan 1 Bulan

2
Bulan

3
Bulan

4
Bulan

5
Bulan

6
Jumlah

Lk P
r

L
k

P
r

Lk pr lk pr lk P
r

lk pr

1. Watampone - - - 2 - - - - - - - - 2
2. Bukaka 1 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - - 9
3. Ta - 1 - 1 - - - - - 2 - - 4
4. Biru 1 1 - - - - - 2 - - - - 4
5. Manurunge - 2 - 1 - - - - 1 2 - 1 7
6. Masumpu - - - - - - 1 3 - 1 2 2 9
7. Walannae - - - 1 - - - 2 - - - - 3
8. Pappolo - - - - - - - - - - - - -

No. Desa/Kelurahan Bulan 7 Bulan
8

Bulan
9

Bulan
10

Bulan
11

Bulan
12

Jumlah

Lk P
r

L
k

P
r

L
k

P
r

L
k

pr lk P
r

lk pr

1. Watampone - 1 1 1 - 1 - - - - - - 4
2. Bukaka - 1 - - 1 2 1 - 1 - - - 6
3. Ta - 2 - 1 - 1 - - - - - - 4
4. Biru - 2 - - - - - - - - - - 2
5. Manurunge - - - - - - 1 1 - - - - 2
6. Masumpu - 2 - 1 - - - - - - - - 3
7. Walannae - - - 1 - 1 - - - - - - 2
8. Pappolo - 1 - 1 - - - - - - - - 2

Total 63

Tabel 1.3

Database Perkawinan dini di Kecamatan Tanete Riattang 2019
No. Desa/Kelurahan Bulan 1 Bulan

2
Bulan

3
Bulan

4
Bulan

5
Bulan

6
Jumlah
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Lk P
r

L
k

P
r

Lk pr lk pr lk P
r

L
k

pr

1. Watampone 1 - - - - - 1 - - - - - 2
2. Bukaka - 1 - 2 - - - - - - - - 3
3. Ta - 1 1 1 - - - - - - - - 3
4. Biru - 2 - 1 - - - - - - - - 3
5. Manurunge - 2 - 1 - - - - - - - - 3
6. Masumpu - 2 1 1 - - 1 1 - - - - 6
7. Walannae - 3 - - - - - 1 - - - - 4
8. Pappolo - - - - - - - - - - - - -

No. Desa/Kelurahan Bulan 7 Bulan
8

Bulan
9

Bulan
10

Bulan
11

Bulan
12

Jumlah

Lk P
r

L
k

P
r

L
k

P
r

L
k

pr lk P
r

lk pr

1. Watampone - - - - - - - 1 - - - - 1
2. Bukaka - - - 1 - - - - - - - - 1
3. Ta - - - - - - - 2 - 1 - - 3
4. Biru - - - 1 - - - - - - - - 1
5. Manurunge - - - - - - - - - - - - 0
6. Masumpu - - - - - - - - - - - - 0
7. Walannae - - - - - - - - - 1 - - 1
8. Pappolo - - - - - - - - - - - 1 1

Total 32
Dari tabel diatas bahwa pelaksanaan praktik perkawinan di Kecamatan

Tanete Riattang dari tahun 2017 hingga 2019 jumlah perkawinan dini sudah
lumayan efektif dikarenakan jumlah perkawinan dini sudah mulai
berkurang.15

Tabel 1.4

Database Perkawinan dini di Kecamatan Tanete Riattang Timur 2017
No. Desa/Kelurahan Bulan 1 Bulan

2
Bulan

3
Bulan

4
Bulan

5
Bulan

6
Jumlah

Lk P
r

L
k

P
r

Lk pr L
k

pr lk P
r

lk pr

1. Bajoe - - - 1 - 2 2 3 - - - - 8
2. Lonrae - - - 3 - 1 1 1 - 1 - - 7

15Data PPN Tentang Perkawinan Dini di Kecamatan Tanete Riattang, 2019.
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3. Cellu - - - 1 - - 1 2 - - 1 - 5
4. Tibojong - - - - - - - 1 - - - - 1
5. Toro - - - - - 2 - 1 - 1 - - 4
6. Panyula - - - 1 - 1 2 4 - - - - 8
7. Waetuwo - 3 - - - - 2 3 - 2 - - 10
8. Palette - - - 1 - 1 1 1 - - - - 4

No. Desa/Kelurahan Bulan 7 Bulan
8

Bulan
9

Bulan
10

Bulan
11

Bulan
12

Jumlah

Lk P
r

L
k

P
r

Lk pr L
k

pr lk pr lk pr

1. Bajoe - 2 - - 1 2 - 1 - 3 - 1 10
2. Lonrae - 1 - - 1 1 - 3 - 2 - 1 9
3. Cellu - - - - 1 1 1 3 - - - - 6
4. Tibojong - 1 - - 1 2 - - - - - - 4
5. Toro - 5 - - - 3 2 2 - 4 - - 16
6. Panyula - 2 - - - 2 - 1 - - - 1 6
7. Waetuwo - - - - 1 2 - - - 1 - - 4
8. Palette - - - - - 1 - - - - - - 1

Total 103

Tabel 1.5

Database Perkawinan dini di Kecamatan Tanete Riattang Timur 2018
No. Desa/Kelurahan Bulan 1 Bulan

2
Bulan

3
Bulan

4
Bulan

5
Bulan

6
Jumlah

Lk P
r

L
k

P
r

Lk pr L
k

pr lk pr lk pr

1. Bajoe - 4 - - - 2 - 3 - - - 1 10
2. Lonrae 1 6 - 4 1 - 1 4 2 2 - - 21
3. Cellu - 1 - - - 1 - 1 1 1 - - 5
4. Tibojong - 1 - - - - - - - 1 - - 2
5. Toro - - - 1 1 1 - - - 1 - - 4
6. Panyula - 1 - 4 - 1 - - - - - - 6
7. Waetuwo - - - - - 1 - 1 - 2 - 1 5
8. Palette - - - - - 1 - - - - - - 1

No. Desa/Kelurahan Bulan 7 Bulan
8

Bulan
9

Bulan
10

Bulan
11

Bulan
12

Jumlah
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Lk P
r

L
k

pr Lk pr L
k

pr lk pr lk pr

1. Bajoe - 4 - 2 - 5 - - - 3 - - 14
2. Lonrae - - - 3 - - - - - - - 1 4
3. Cellu - - - - - 2 - - - - - - 2
4. Tibojong - 1 - - - - - - - - - - 1
5. Toro - 1 - 2 - - - 1 - 3 - - 7
6. Panyula - - - 1 - - - - - 1 - 2 4
7. Waetuwo - - - - - 1 - - - 1 - - 2
8. Palette - - - - - - - - - 1 - - 1

Total 89

Tabel 1.6

Database Perkawinan dini di Kecamatan Tanete Riattang Timur 2019
No. Desa/Kelurahan Bulan 1 Bulan

2
Bulan

3
Bulan

4
Bulan

5
Bulan

6
Jumlah

Lk P
r

L
k

P
r

Lk pr L
k

pr lk pr lk pr

1. Bajoe - 8 1 3 - 1 - 3 1 1 - 4 22
2. Lonrae - 1 - 2 - - - 1 - - - 1 5
3. Cellu - 1 1 1 - - - 1 - - - 1 5
4. Tibojong - - - - 1 1 - - - - - - 2
5. Toro - 4 1 3 - 3 - 2 - 1 - 1 15
6. Panyula - 3 - 4 - - - - - - - - 7
7. Waetuwo - - - 1 - 2 - 4 - - - - 7
8. Palette - 1 - - - - - - - 1 - - 2

No. Desa/Kelurahan Bulan 7 Bulan
8

Bulan
9

Bulan
10

Bulan
11

Bulan
12

Jumlah

Lk P
r

L
k

pr Lk pr L
k

pr lk pr lk pr

1. Bajoe - 3 - 5 - 2 - 7 - 2 - 2 21
2. Lonrae - 1 - 2 - 2 - 3 - 4 - 2 14
3. Cellu - - - 2 - 1 - 3 - 4 - 1 11
4. Tibojong - - - 1 - - - 1 - 1 - - 3
5. Toro - 1 1 2 - 1 - 1 - 1 - 1 8
6. Panyula - 2 - 4 - 2 - 6 - - - - 14
7. Waetuwo - 1 - 1 - - - 2 - 1 - 3 8
8. Palette - 1 - 4 - - - - - 2 - 1 8

Total 152
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Dari tabel ini dapat diuraikan bahwa praktik pelaksanaan perkawinan dini di
Kecamatan Tanete Riattang Timur pelaksanaan pasal 7 tidak sejalan dengan
praktik perkawinan dikarekan jumlahnya pada tahun 2019 berkembang sangat
pesat.16

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa di kecamatan tanete riattang dan

kecamatan tanete riattang timur efektivitas dari pelaksanaan pasal 7 dalam

undang-undang perkawinan dianggap cukup efektif dikarenakan pada tahun 2018

pelaksanaan praktik perkawinan dini mulai menurun dibandingkan dengan

pelaksanan praktik perkawinan dini dari tahun 2017. Akan tetapi pada tahun

2019 di kecamatan tanete riattang timur jumlah perkawinan dini berkembang

sangat pesat dikarenakan kurangnya masyarakat yang memahami aturan tersebut.

C. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar yang menyebabkan

terjadinya perkawinan dini disebabkan karena ekonomi dan lingkungan.

Menurut pelaku perkawinan dini Arviana (14 Tahun) Perkawinan dini terjadi

dikarenakan adanya saling suka sama suka dengan seorang laki-laki dan perempuan

sehingga dilakukannyalah perkawinan dini karena di takutkan hal yang tidak

dinginkan terjadi.17

Menurut pelaku perkawinan dini Ayuwati (18 Tahun) perkawinan dini yang

dia lakukan semata-mata untuk membantu perekonomian orang tuanya dengan cara

ini dia mampu mengurangi beban orang tua nya.18

16 Data PPN Tentang Perkawinan Dini di Kecamatan Tanete Riattang Timur, 2019.
17Arviana URT, wawancara, Pelaku Perkawinan dini, 15 Oktober 2019.
18Ayuwati URT, wawancara, Pelaku Perkawinan dini, 22 Oktober 2019.
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Menurut pelaku perkawinan dini Syahara Iklima (15 Tahun) perkawinan dini

yang dia lakukan disebabkan karena faktor lingkungan karena adanya laki-laki yang

sering datang di sekolahnya untuk menemuinya sehingga orang tuanya memutuskan

untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut untuk menghindari omongan orang

lain terhadap dirinya.19

Menurut pelaku perkawinan dini Nurfadillah (16 tahun) mengatakan bahwa

adanya saling suka sama suka diantara mereka dan keluargapun sepakat untuk

dilangsungkannya perkawinan.20

Menurut pelaku perkawinan dini Yusni (14 Tahun) mengatakan bahwa dia

melakukan perkawinan dini karena ada beberapa faktor salah satunya yaitu faktor

lingkungan, dia memutuskan untuk melakukan perkawinan dini karna terjadinya

sesuatu pada dirinya (hamil di luar nikah) maka keluarganyapun sepakat dengan hal

tersebut.21

Menurut pelaku perkawinan dini Desi Ratmasari (15Tahun) mengatakan

perkawinan dini yang dia lakukan karena orang tuanya tak memiliki biaya untuk

melanjutkan sekolahnya sehingga ia harus putus sekolah dan setelah beberapa tahun

menganggur iya pun dinikahkan oleh orang tuanya dengan alasan supaya ada yang

membantu untuk mencari nafkah.22

Menurut orang tua pelaku perkawinan dini Bahar (49 Tahun) ialah

menikahkan anaknya terlalu cepat karena si laki-laki tersebut tetap ingin bersama

19Syahara Iklima URT, wawancara, Pelaku Perkawinan dini, 22 Oktober 2019.
20Nurfadillah URT, wawancara, Pelaku Perkawinan dini, 1 Oktober 2019.
21Yusni URT, wawancara, Pelaku Perkawinan dini, 15 Oktober 2019.
22Desi Ratmasari URT, wawancara, Pelaku Perkawinan dini, 1 Oktober 2019.
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anaknya dari pada bikin malu keluarga lebih baik dinikahkan dan jangan sampai hal

yang tidak diinginkan terjadi.23

Menurut orang tua pelaku perkawinan dini Dg Seri (50 Tahun) ialah

menikahkan anaknya terlalu muda karena faktor ekonomi dan lingkungan selanjutnya

matanre siri karena jangan sampai masyarakat berpikiran tidak baik terhadap anak

saya, Untuk menghindari hal itu dengan jalan satu-satunya dengan cara seperti ini.24

Menurut orang tua pelaku perkawinan dini Sukma (30 Tahun) mengatakan

dari pada dikemudian hari terjadi sesuatu dan membuat keluarganya malu lebih baik

menikahkan mereka sebab mereka juga saling suka.25

Menurut orang tua pelaku perkawinan dini Nikma (55 Tahun) ia hendak

mengawinkan anak kandungnya meski di bawah umur karena anaknya dengan laki-

laki tersebut telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan badan.26

Menurut orang tua pelaku perkawinan dini Nani (55 Tahun) ialah

mengawinkan anak kandungnya untuk meringankan beban ekonominya. Agar ada

yang bisa membantu perekonomian keluarganya.27

Orang tua menikahkan anaknya karena mereka kurang mengerti atau faham

tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar

atau kelihatan dewasa, ia pikir hal seperti ini sudah cukup untuk melangsungkan

sebuah perkawinan. Begitu juga dengan anak yang hanya lulus sekolah dasar atau

sekolah menengah pertama belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan

23 Bahar Petani, wawancara, Orang Tua Pelaku Perkawinan dini, 15 Oktober 2019.
24 Dg Seri URT, wawancara, Orang Tua Pelaku Perkawinan dini, 22 Oktober 2019.
25Sukma URT, wawancara, Orang Tua Pelaku Perkawinan dini, 1 Oktober 2019.
26 Nikma URT, wawancara, Orang Tua Pelaku Perkawinan dini, 15 Oktober 2019.
27 Nani URT, wawancara, Orang Tua Pelaku Perkawinan dini, 1 Oktober 2019.
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yang dimiliki, apalagi mengerti atau faham sebuah perkawinan yang ideal, sehingga

mau untuk dinikahkan karena masih menurut sama orang tuanya. Dengan anaknya

menikah orang tua akan merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang anak tidak

dapat menolak karena ketika sang anak menolak maka orang tuanya merasa kecewa,

ketika seorang anak ingin melanjutkan sekolah tetapi orang tua tidak mengijinkan

dengan alasan tidak ada biaya atau alasan-alasan lainnya.

Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus guru yang sangat

penting bagi perkembangan anak.

Menurut Imam Kelurahan Bukaka H. Muh. Amin (59 Tahun) perkawinan

dini tidak bisa di terima di KUA jikalau belum mendapatkan izin dari Pengadilan

Agama, jika sudah memiliki izin dari Pengadilan Agama barulah bisa melengkapi

berkas untuk ke KUA.28

Menurut Imam Kelurahan Lonrae H. Baharuddin (60 Tahun) perkawinan

dini jika di pandang dari segi agama tidak ada masalah  akan tetapi ada Undang-

undang yang mengatur sehingga perkawinan dini tidak boleh dilakukan ketika belum

mendapatkan dispensasi di pengadilan, tentunya juga pemerintah memiliki alasan

tentang aturan ini sehingga resiko yang diakibatkan oleh pelaku perkawinan dini tidak

terlalu beresiko.29

Menurut Imam Kelurahan Tibojong, H. Takwing Mangka (57 Tahun)

mengatakan bahwa perkawinan dini lebih berdampak pada mental dan spikologi anak

28H. Muh. Amin Imam Kelurahan Bukaka, wawancara, Tokoh Masyarakat, 22 September
2019.

29 H. Baharuddin Imam Kelurahan Lonrae, wawancara, Tokoh Masyarakat, 28 September
2019.
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dikarenakan belum mampu untuk membendung yang namanya rumah tangga dan

juga tingkat perceraiannya sangat tinggi.30

Menurut Imam Kelurahan Pallette Umar K. (59 Tahun) perkawinan dini

harus melalui pengadilan agama, jika tidak seperti itu kami tidak berani mengambil

resiko.31

Menurut Imam Kelurahan manurunge Drs. Jafri (59 Tahun) batas usia

perkawinan sangatlah penting dikarenakan untuk melangsungkan sebuah perkawinan

harus ada kematangan dari suami maupun istri tidak hanya pada segi fisik akan tetapi

juga dalam segi psikologi, kematangan yang dimaksud disini yaitu dari pola pikir

yang telah dewasa dan adanya rasa tanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan

perbuatan yang telah dibuatnya.32

Menurut Imam Kelurahan Ta’ H. Zainuddin Umar (60 Tahun) perkawinan

dini bagi pasangan muda sangat berpengaruh bagi kesehatan masing-masing pihak

dikarenakan usianya yang masih muda dan alat reproduksinyapun masih sangat

rentang terkenanya penyakit. Sehingga pemerintah menerapkan aturan yaitu batas

usia perkawinan agar kurangnya resiko perceraian dan rusaknya alat reproduksi.33

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa perkawinan dini menurut agama

boleh saja akan tetapi ada aturan yang menguatkan bahwa perkawinan dini tidak

boleh dilakukan karena melihat dari resiko yang akan ditimbulkan nantinya. Sehingga

30 H. Takwing Mangka Imam Kelurahan Tibojong, wawancara, Tokoh Masyarakat, 28
September 2019.

31 Umar K Imam Kelurahan Pallette, wawancara, Tokoh Masyarakat, 28 September 2019.
32Drs. Jafri Kelurahan Manurunge, wawancara, Tokoh Masyarakat, 28 September 2019.
33 H. Zainuddin Umar Kelurahan Ta’, wawancara, Tokoh Masyarakat, 22 September 2019.



57

masyarakat yang ingin menikah di bawah umur terlebih dahulu harus meminta

dispensasi di pengadilan Agama.

Fungsi perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang menganggap

perkawinan sebagai sosial budaya yang dapat mengangkat status keluarga ditengah-

tengah masyarakat. Prinsip yang demikian ternyata masih cukup besar pengaruhnya,

sehingga orangorang yang stratifikasi ekonomi dan pendidikannya masih rendah,

semakin cenderung mendorong putra putri melangsungkan perkawinan usia muda.

Dalam masyarakat muda misalnya, budaya mengawinkan anak di usia muda

merupakan suatu kebanggaan keluarga, merasa malu jika anak gadisnya terlambat

kawin, bahkan ada prinsip yang membudaya bahwa dengan mengawinkan anak

berarti telah lepas salah satu tanggung jawab orang tua dan dimaksudakna pula agar

seorang menjadi semakin dewasa serta dapat bertanggung jawab secara mandiri.34

Adanya rasa bangga dari orang tua bahwa apabila mereka mengawinkan ankanya ada

yang malnjutkan ekonomi keluarga. Sehingga sudah semestinya bahwa tempat

tinggal merupakan salah satu yang faktor terjadinya perkawinan dibawah Menurut

orang tua pelaku perkawinan dini Faridah (35 Tahun) ialah orang tua menikahkan

anaknya di bawah umur karena faktor ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau

kekurangan biaya hidupnya. Selain itu orang tua menganggap bahwa dengan

menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi

keluarganya.35

34Abdi Koro, Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan
Perkawinan Siri, (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012), h. 112.

35Faridah URT, wawancara, Orang Tua Pelaku Perkawinan dini, 22 Oktober 2019.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ini masih banyak terdapat perkawinan dini. Hal ini

terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat perkawinan yaitu batas usia

perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-undang

Perkawinan telah disosialisasikan akan tetapi banyaknya masyarakat yang kurang

paham terhadap aturan ini, mengsosialisasikan Undang-undang ini agar masyarakat

paham tentang aturan yang mengikat sehingga lambat laun perkawinan dini akan

semakin berkurang. Dalam undang-undang tersebut diberikan solusi dispensasi

perkawinan dengan alasan-alasan memaksa yang bersifat darurat. Jumlah

pernikahan dini di kecamatan tanete riattang dan kecamatan tanete riattang timur

dari segi pelaksanaan terhadap pasal 7 dalam undang-undang perkawinan dianggap

cukup efektif dikarenakan pada tahun 2018 pelaksanaan praktik perkawinan dini

mulai menurun dibandingkan dengan pelaksanaan praktik perkawinan dini dari

tahun 2017. Akan tetapi pada tahun 2019 di Kecamatan Tanete Riattang Timur

jumlah perkawinan dini berkembang sangat pesat dikarenakan masih banyak

masyarakat yang tidak memahami atau memperdulikan aturan tersebut.

2. Sebagian besar yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini disebabkan karena

ekonomi dan lingkungan. Orang tua menikahkan anaknya karena mereka kurang

mengerti atau faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya

melihat anak sudah besar atau kelihatan dewasa, ia fikir hal seperti ini sudah cukup

untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Begitu juga dengan anak yang hanya
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lulus sekolah dasar atau sekolah menengah pertama belum begitu luas tentang

pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti atau faham sebuah

perkawinan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menurut

sama orang tuanya. Selain itu, perkawinan dini menurut agama boleh saja akan

tetapi ada aturan yang menguatkan bahwa perkawinan dini tidak boleh dilakukan

karena melihat dari resiko yang akan ditimbulkan nantinya. Sehingga masyarakat

yang ingin menikah di bawah umur terlebih dahulu harus meminta dispensasi di

pengadilan Agama.

B. Implikasi Penelitian

Setelah penulis menguraikan simpulan diatas, maka dibawah ini dikemukakan

implikasi penelitian yang berisikan saran. Adapun saran-saran penulis dalam pembahasan

skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengurangi perkawinan dini dimasyarakat sangat perlu adanya peran aktif

dari pemerintah (KUA) yang di naungi Kementerian Agama agar sedini mungkin

untuk mengsosialisasikan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun1974 agar

masyarakat paham dengan aturan yang ada tentang pembatasan usia nikah bagi

calon pengantin. Menskipun jumlah perkawinan di kecamatan tanete riattang dan

tanette rittang timur cukup menurun di tahun 2018 namun tidak seharusnya

pemerintah (kementrerian agama) berpuas diri dengan pencapain tersebut karena

cukup efektif bila tetap dilaksanakan sosialisasi dimasyarakat agar terlaksananya

perkawinan diusia ideal dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yakni UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 terkait

syarat-syarat perkawinan dan batasan usia perkawinan.
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2. Bagi orang tua sangat perlu untuk mengetahui tentang nikah ideal, jangan hanya

melihat anak anak yang sudah beranjak dewasakemudian langsung berfikiran

untuk menikahkan anak. Hal inni dapat menjadi sebuah dilemma bila segera dan

inngin melangsungkan sebuah perkawinan. Orang tua sangat patut dan perlu

berperan aktif dalam menentukan masa depan anak agar si buah hati tidak dalam

kondisi terdesak untuk melakukan perkawinan
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PEDOMAN WAWANCARA

PENGARUH BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 JO UNDNAG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DINI DIMASYARAKAT (Studi Kasus
di Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

1. Apakah bapak sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang

Perkawinan di bawah umur?

2. Bagaimana respon masyarakat terkait sosialisasi Perkawinan di bawah umur?

3. Bagaimana cara mengurangi terjadinya Perkawinan di bawah umur?

4. Apakah ada perbedaan antara CATIN yang berusia di atas batas usia

Perkawinan dengan CATIN yang berusia di bawah batas usia yang sudah

ditentukan?

5. Apakah yang menyebabkan CATIN menikah muda?

6. Apa alasan orang tua menikahkan anaknya di usia muda?

7. Bagaimana pandangan masyarakat melihat CATIN yang menikah di bawah

umur?

8. Berapa batas usia Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan?

9. Dalam setiap tahun berapa jumlah Perkawinan di bawah umur di Kecamatan

Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur pada tahun 2017 dan

2018?

10. Berapa jumlah Perkawinan di bawah umur di setiap Kelurahan pada tahun

2017 dan 2018?
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September 1997 di kabupaten Sidrap tepatnya di kelurahan

pangkajenne . dan beralamat di kelurahan waetuwo, Kec.

Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, Sulawesi Selatan.

Merupakan anak Kedua dari pasangan Ayah Alm. Drs. Andi

Abd. Cholik dan Ibu Andi Sahari Bulan. Penulis memulai

pendidikan Taman Kanak-kanak/TK di TK Nurul Hidayah Panyula pada tahun 2002,

setelah tamat tahun 2003 kemudian melanjutkan pendidikan dasar di sebuah

Madrasah yang ada di kelurahan panyula yaitu Madrasah Ibtidayah No. 5 Panyula

pada tahun 2003 kemudian pindah sekolah pada tahun 2008 di SD Neg. 42 Waetuwo

dan tamat pada tahun 2009, dan kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertama di

SMP Neg. 1 Awangpone pada tahun 2009 kemudian pindah sekolah pada tahun 2010

di SMP Neg. 1 Maros dan tamat pada tahun 2012. Dan melanjutkan pendidikan

tingkat atas di Yayasan Tridharma Maros pada tahun 2012 dan pindah sekolah pada

tahun 2014 di SMK Neg. 2 Watampone dan tamat pada tahun 2015. Saat ini penulis

masih mengikuti proses perkuliahan di salah satu perguruan tinggi yang ada di

kabupaten Bone yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone untuk mendapatkan

gelar Sarjana Hukum prodi Hukum Keluarga Islam. Adapun pengalaman organisasi

penulis yaitu pernah menjadi anggota palang merah remaja di Yayasan Tridharma

Maros dan juga pernah menjadi anggota bela diri keras arif dahlan bekora jit kundo di

SMKN 2 Watampone dan aktivis di salah satu organisasi yang ada di IAIN Bone

yaitu KSR-PMI Unit IAIN Bone.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KM. Abd. Samad, S. Ag., M.H.

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur

Alamat : Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 22 September 2019

Informan,

KM. Abd. Samad, S. Ag., M.H.

Nip. 19641231 200003 1 019



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Muh. Amin

Pekerjaan : Imam Kelurahan Bukaka

Alamat : Bukaka

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 22 September 2019

Informan,

H. Muh. Amin



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Zainuddin Umar

Pekerjaan : Imam Kelurahan Ta’

Alamat : Jl. MH. Tamrin

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone,  22 September 2019

Informan,

H. Zainuddin Umar



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Jafri

Pekerjaan : Imam Kelurahan Manurunge

Alamat : Jl. Andalas

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 28 September 2019

Informan,

Drs. Jafri



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Baharuddin

Pekerjaan : Imam Kelurahan Lonrae

Alamat : Lonrae

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 28 September 2019

Informan,

H. Baharuddin



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Takwing Mangka

Pekerjaan : Imam Kelurahan Tibojong

Alamat : Tibojong

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 28 September 2019

Informan,

H. Takwing Mangka



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar

Pekerjaan : Imam Kelurahan Pallette

Alamat : Kampung Tengah

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 28 September 2019

Informan,

Umar



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadillah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Maccedde, Kel. Bajoe

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 1 Oktober 2019

Informan,

Nurfadillah



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Maccedde, Kel. Bajoe

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 1 Oktober 2019

Informan,

Sukma



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Ratmasari

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kelurahan Pallette

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Terhadap Pernikahan Dini

Dimasyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan

Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 1 Oktober 2019

Informan,

Desi Ratmasari



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusni

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. KH. Syamsuddin, Kel. Lonrae

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 15 Oktober 2019

Informan,

Yusni



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arviana Bahar

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kel. Manurunge

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 15 Oktober 2019

Informan,

Arviana Bahar



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahara Iklima Barkling

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. A. Ali PT Cenrana, Kel. Masumpu

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 22 Oktober 2019

Informan,

Syahara Iklima Barkling



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayuwati Umar

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Alamat : Jl. Rusa, Kel. Bukaka

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 22 Oktober 2019

Informan,

Ayuwati Umar



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikma

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. KH. Syamsuddin, Kel. Lonrae

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 15 Oktober 2019

Informan,

Nikma



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nani

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kelurahan Pallette

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Terhadap Pernikahan Dini

Dimasyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan

Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone,  1 Oktober 2019

Informan,

Nani



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahar

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kel. Manurunge

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone,  15 Oktober 2019

Informan,

Bahar



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faridah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. A. Ali PT Cenrana, Kel. Masumpu

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun

2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan

Tanete  Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone,  22 Oktober 2019

Informan,

Faridah



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dg Seri

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Rusa, Kel. Bukaka

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Terhadap Pernikahan Dini

Dimasyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan

Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone,  22 Oktober 2019

Informan,

Dg Seri








